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TENTANG

REKOMENDASI ATAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah merupakan suatu Kkewajiban yang harus
dilakukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur telah melakukan pembahasan terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun
Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur tentang Rekomendasi atas Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun
Anggaran 2016.



Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4721);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104) ;

8. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Nomor 25A), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Maret 2017;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur, tanggal 17 dan 27 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2016 berupa Rekomendasi,
Saran, dan Masukan yang dituangkan dalam -catatan-
catatan strategis sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
disampaikan kepada Bupati Cianjur sebagai Rekomendasi

untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Cianjur ke depan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 27 April 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




